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Pasal 18 UUD 1945 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 18 ayat (1)-(7) 

Pasal 18 ayat (1) 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang Tiap-tiap provinsi, 

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

Undang-Undang. 

Pasal 18 ayat (2) 

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pasal 18 ayat (3) 

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang Anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum. 

Pasal 18 ayat (4) 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

Pasal 18 ayat (5) 

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi Seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh Undang - undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan 

Pusat. 

Pasal 18 ayat (6) 

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan-peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

Pasal 18 ayat (7) 

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 

Undang-Undang 

Pasal 18 A 

Pasal 18 A ayat (1) 
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Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah 

propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur 

dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman 

daerah. 

 

Pasal 18 A ayat (2) 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur 

dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 

 
Pasal 18 B 

Pasal 18 B ayat (1) 

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 

Pasal 18 B ayat (2) 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan  

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

diatur dalam undang-undang. 
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Surat Penetapan Pembimbing & Judul Skripsi 
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Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi 
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Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi  
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Surat Izin Melakukan Riset  
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Surat Keterangan Telah Melakukan Riset  
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Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif  
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Sertifikat Baca Tulis Al-Qur’an  
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Sertifikat Keterampilan Komputer  
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Surat Keterangan Perolehan SKK 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap   : Wahyudi 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 29 November 2000 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan   : Belum Kawin 

6.  Alamat Rumah  : Jl. Mahakam Gg. 16, No. 67, RT. 010/RW. 

003, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, 

Kabupaten Kapuas, Kalteng 

7. HP/E-mail    : 089691312385/ywah8700@gmail.com 

8. Pendidikan 

a. TK Tunas Muda PKK (2004- 2005) 

b. SDN 1 Selat Hulu (2006-2012) 

c. MTs Manarul Huda (2012-2015) 

d. MAN Kapuas (2015-2018) 

9. Orang Tua (Ayah) 

Nama    : (Alm) H.  Suhaimi 

Pekerjaan    : Pedagang 

Alamat  : Jl. Mahakam Gg. 16, No. 67, RT. 010/RW. 003, 

Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, 

Kabupaten Kapuas, Kalteng 

Ibu 

Nama    : Hj. Marhaida  

Pekerjaan    : Pedagang 

 Alamat  : Jl. Mahakam Gg. 16, No. 67, RT. 010/RW. 003, 

Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, 

Kabupaten Kapuas, Kalteng 

10. Saudara (Jumlah Saudara)  : 5 (lima) orang 

11. Suami/Isteri 

Nama    : - 

mailto:ywah8700@gmail.com
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 Pekerjaan    : - 

 Alamat    : - 

12. Anak    : - 

13. Pengalaman Organisasi/Kerja : 

a. SEMA UIN Antasari sebagai Ketua Komisi III (2020-2021) 

b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Syariah (2021) 

c. Ketua Umum UKM SFC Fakultas Syariah (2020-2021) 

d. FL2MI Kalsel Sebagai Anggota Komisi III (2021-2022) 

e. Staff Admin PT. Muri Anugerah Mandiri (2023-Sekarang) 

f. Staff Operasional UD. Galuh Binuang (2020-2021) 

g. Freelance Wartawan NUSAWARTA. ID (2023-sekarang) 

14. Daftar Karya Ilmiah  : - 

 

 

Banjarmasin, 25 Juni 2025 

Penulis, 

 

 

 

Wahyudi 

 

 

 


